
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2A22

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 29 Tahun 2O2L telah ditetapkan Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan Bab V huruf T angka t huruf b
L.arnpiran Peraturan Menteri" Dala,rn Negeri Republik

Indonesia Nomor 77 Ta!;r-,-t;ir 2O2O tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa

pelaksanaan pembayaran atas keteriambatan pembayaran

terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada

tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan perubahan

perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahr-rkan

kenar'la nitnninan npRT] rtntrrlr selanirrtnrra rlitarnnrrncr daIqrn

perda perubahan APBD, pemba5,'ai'an atas kewajiban pihak

ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub

kegiatan serta kode rekening berkenaan, mengesahkan DPA

SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar

pelaksanaan pembayaran.

bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf a

Lan:piran Peratu.ra:: Ltlenteri Dalam. Negeri Reput-rlik

Ind"onesia Nomor 77 Tahun 2A2A tentang Pedoman Teknis

Pengeiolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahr.la

b

c
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belanja tidak terduga digunakan unturk naenganggarkan
pengeluaran untuk kcadarin daitrrat fetmasuk keperiuatr
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

d. bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf k
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indanesia Nomor TT Tahur' zo2o tentang pedoman Teknie
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa tata
ca-ra penggunaan belanja tidak terduga untuk mend,anai
keperluan mendesak dilakukan melalui pergeserall anggaran
dari belanja tidak terduga kepada belanja sKpD/unit sKpD
yang membidangi;

e. bahwa berdasarkan Bab vI huruf D angka I huruf h
Larnpiran P'eraturan Menteri Dalarn l{egeri Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun za2a tentang pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pada
kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD
melalui ketetapan kepala daerah dengan diberitahukan
kepada pimpinaa DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat
berupa ksndisi mendesak atau perubahan prioritas
pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;

f. bahwa berdasarkan huruf E angka 1s huruf a.3) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
27 Tahun 2o2l tentang pedoman pen5rusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran zazz,
menyatakan bahwa dalara hal penganggaran @gu alokasi
DAK dalam APBD Tahun Arlgaran zozz tidak sesuai dcngan
pagu alokasi DAK berdasarkan RK yang telah dibahas sKpD
dan mendapat persetujuan dari I/tlL, pemerintah Daerah
melakukan penyesuaian atas penetapan pagu alokasi
berdasarkan RK dimaksud dengan melakukan perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran ApBD Tahun
Anggaran 2a22 dan diheritahukan kepada pimpinan DPRD.,

untuk selanjutrrya dianggarkan dalant peratr.r.ran Daerah
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Mengingat

te'*ta*g Fertltr>a}.am Ap.ElD ?a*ltu- Aftgga.ra,o zozz, atatr
ditampung dalam LRA bagi pemerintah Daerah y.rflg tidak
melakukan perubahan ApBD Tahun Anggaran za2z;

g. bahwa berdasarkan pasar 26 ayat (3) peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 1gg/pMK.or /2o2L
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, menyatakan
bahwa dalam hal penganggaran DAK Fisik dalam APBD tidak
sesuai deagaa petunjuk teknis da,n/atau sta*dar
teknie/petunjuk operasional DAK Fisik, per*erintah Daerah
menyesuaikan penganggaran DAK Fisik mendahului
perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Kepala
Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD tahun
anggaran berkenaan;

h. bahwa berdasarkan usulan dari beberapa perangkat Daerah
di lingkungan pemerintah provinsi sumatera utara untuk
melakukan perges€r€r.fi arr.ggarari antar crganisasi, a*tar
program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok
belarg'a, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar
rincian obyek belanja, uraian rincian obyek belanja dalam
jenis belanja yang sama, pada anggaran belanja perangkat

Daerah di lingkungan pemerintah provinsi sumatera utara,
Peraturan Gubernur sebagairnasa di*raksud dalam huruf a,
perlu diubah;

i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g dan huruf h, perlu menetapkan peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas peraturan Gubernur sumatera
utara Nomor 29 Tahun 2ozr tentang penjabaran Anggaran
Pendapatan dan klanja Daerah provinsi sr:matera utara
Tahun Anggaran 2522;

1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah otonom Propinsi Atjeh dan perrrbahan

Peraturan Pembentukan Propinsi sumatera utara (Lembaran

Negara Republik trndanesia Tahun 1gE6 Nomor A"4,
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Tambahan Lembaran Negara prepubrik Indonesia Nomor
l TUJ,l;

3' undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun Zoa+ tentang
Perbendaharaan Nega'a {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ac4 Nomor s, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
44n-n\.r t vvll

6. undang-undang l{omor 2s rahun 2ca4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasionar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun zoo4 Nomor 1o4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2a14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A14 Ncrnor'244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor ssBT) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor

58, 'l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
\670).

8. Undang-Undang l.lomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A22 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

67571;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan {Lernberan Negara Republik Indanesia Tahun
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2aos l-lomor l3T, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia i\lomor a575i ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4sr6| sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor s6
Tahun 2co5 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomcrr

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2oa6 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instalsi pemerintah

{Lernbaran Negara Republik Indanesia Tahun 2ao5 Nomor

25, Tambahan Lembaran lJegara Republik Indonesia l{omor
a6L4);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2afi
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nornor6A4l|;

13. Perati-irarr Pemerintah Nomor 18 Tahun zolr tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2a17 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Tugas dan w.e,.l,enatrrg Gubernur Sebagai wakil
Pemerintah Pusat {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 622a1

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2org tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik I::dcnesia Ncrncr 632?l;
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16. Peratui'an Menteri Dalam Negeri Nomor TT Tahun zc2c
tentang Pedoman Tei<nis pengeloraan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor trsl);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
27 Tahun 2a2r tentang pedoman penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2o2l Nomor 926);

18. Peraturan Daerah Nornor 6 Tahu.n 2016 tentang
Pembentukan dan susunan perangkat Daerah provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Daerah provinsi sumatera Utara
Tahun 2aL6 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah provinsi

Sumatera Utara Nomor 32);

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2022 {Lembaran Daerah provinsi sumatera
Utara Tahun 2A21Ncmor 7);

20. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2arc tentang susunan
organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah provinsi

sumatera utara (Berita Daerah provinsi Sumatera utara
Tahun 2a76 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun
2a2o tentang Perubahan Keempat Atas peraturarr Gubernur
sumatera utara Nomor 39 Tahur, 2c15 tentang susunan
organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah provinsi

sumatera utara (Berita Daerah provinsi Sumatera utara
Tahun 2A2O Nomor 15);

21. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2o2L tentang
Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi surnatera Lltar"a Tahun Anggaran 2022 {Berita
Daerah Prcvinsi sumatera utara Tahun zc2L Ncmoi- zgi
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur
sumatera utara Nomor 8 Tahun 2azz tentang perubahan

Atas Peratural Gubernur sumatera utara Nomor 29 Tahun
2421 tentang Penjabaran APBD provinsi sumatera utara
Tahun Anggaran 2az2 (Berita Daerah provinsi sumatera
Utara Tahun ?O?2 Ncrnor E);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN
2O2L TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN
ANGGARAN 2022.

pasal I

Beberapa ketentuan tiaiam Peratura, Gubernur sumatera utara
Nomor 29 Tahun 2o2L tentang penjabaran Anggaran pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi sumatera utara Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2a2l Nomor
29) diubah sebagai berikut :

i. Ketentuan Pasal 11 a],at (1), ayat {2}, ayat (3} dan ayat {4}
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 1

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10

huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.649.152.169.9g5,00,
yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja hibah;

d. belanja bantuan sosial.

tzl Belanja pegawai sebagaimana dimaksucl pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.389 .494,64g,546,OO.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.2 .528.7 63.17 2 .945,q9.

{4) Belanja iiibah sebagaimana dimaksud pada a3,-at {1} hunif
c direncanakan sebesar Rp. 1.695.55 1.576.O42,AA.

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud" pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.342.972.550,00.

2. Ketentuan Pasal L2 ayat {1) ayat (3) dan ayat {4} diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 12

(1) Anggaran i:eianja pegawai sei;agaimana dimaksucl claiam
Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.3.390.518.248.492,AA, yang terdiri atas :

a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar
Rp. 1 .779.244.82 1.399,00;

b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar
Rp.550.05 1. 808.558,00;

c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbafigan
objektif lainnya ASN sebesar Rp. 900.641.92A.g24,A0;

d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar
Rp. 1 20.7 12. 13S.000,00;

e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar

Rp.3.224.803.665,0O;

f. belanja pene.imaan lainnya pimpinan DPRD ser-ta

KDH/ WKDF{ sebesar Rp. 11.11"9.917.C0C,O0;

g. belanja Pegawai BLUD sebesar Rp.24.50O.242.OOO,00;

(2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana
dimaksud ayat {1) huruf a direncanakan sebesar

Rp. 1 .779 ,244.82 1.399,00, yang terdiri atas :

a. belanja gaji pokok ASN sebesar

Rp. 1 . 3 12.493.2L4.87 A,Oe;

b. belanja tunjangan keluarga ASli sebesar

Rp. 1 30.47 5.542.O00,O0;

c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar

Rp. 12 .67 6.495.000,00;

d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar

Rp.94. 650. 759.OOO,OO;

e. belanja. tuqjangan fungsional unum ASN sebesar

Rp.2 1.468.{}A6.0OO,OO;

f. belanja tunjangan beras ASN sebesar

Rp. 75.02O. 1 58,O00,0O;

g. belanja tunjangan PPhltunjangan khusus ASN sebesar

Rp" 6.624.094.O00,00;

h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar
Pn ll'l ))c, 670 OO.-rr'"
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i. belan3a iuran jaminan kesehatan ASN sebesar

Rp. i i4.37 4.578.3O7,OO;

j- belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar

Rp . 2 .862 .495 ,521 ,00; dan

k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar

Rp.8.567.353.022,00;

[3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN

sebagaimana dimaksud a5rat (U huruf b direncanakan
sebesar Rp.65C.C51.8C8.G58,CC, yang terdiri atas :

a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN

sebesar Rp. 227 .524.445.482,OA;

b. Tambahan penghasilan berdasarkan konclisi kerja ASN

sebesar Rp. 2 L5.964.296.811,00

c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi

ASN sebesar Rp. 1.509.398.500,00;

d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN

sebesar Rp. 205.053.667.865,O0;

(4) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp.800.641.92O.82+,AA, yang terdiri atas :

a. belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak

daerah sebesar Rp. 1 24.3 7 3.ZC6.ASC,CC;

b. belanja Tunjangan Profesi Guru (TpG) PNSD sebesar

Rp. 604. 6 23.486.A0O,00;

c. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar

Rp. r9. 80 6.428.5A0,O0;

d. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

sebesar Rp. 5.483.00O.O00,00;

e. belanja Honorarium sebesar Prp. 42.g10.80C.274,00;
f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar

Rp.2.445.000.000,0O;

(5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana

dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp.120.712.135.O00,00, yang terdiri atas :

a. belanja uang repre sentasi DpRD sebesar

Rp.3.248. i 23.000,00;
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b. brelanja tunjangan keluarga DPRD sebesar
Rp.37 i .65 i.000,O0;

c' belanja tunjangan beras DPRD sebesar
Rp.328.396.000,00;

d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp.396.1 13.ooo,oo;
e' belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar

Rp.4.7A9.778.000,00;

f. belanja Tunjangan Aiat Kelengkapan DPRD sebesar-

Rp.571.243.OCO,O0;

g. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
sebesar Rp.95.306.000,00;

h. beianja Tunjangan Komunikasi intensif pimpinan dan
Anggota DPRD sebesar Rp.25.200.000.000,O0;

i. belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar
Rp.6.300.000.O00,00;

j. belanja Pembebanan pph kepada pimpinan dan
Anggota DPRD sebesar Rp.66.5gg.000,00;

k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan pimpinan dan
Anggota DPRD sebesar Rp.50.840.72g.000,00;

1. Belanja T\rnjangan Transportasi DPRD sebesar

Rp. 28.356. 084.000,00;

m' Belanja uang -Iasa pengabdian DPRD sebesar-

Rp.128. i 25.C00,C0;

(6) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDHIWKDH
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp.3.224.803.665,00, yang terdiri atas :

a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar
Rp.77.490.000,00;

b' belanja tunjangan keluarga KDHIWKDH sebesar

Rp"9.988.OCO,CO;

c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar

Rp. 139.482.000,00;

d. belanja tunjangan beras KDHIWKDH sebesar

Rp.7 .27 5.0OO,00;

e. belanja tunjangan pph/Tunjangan Khusus
KDH/WKDH sebesar Rp.4, l. 17,000,00;
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f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar
Rp.19.920,00;

g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH
sebesar Rp. 1 0.000.000,00;

h' belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH
sebesar Rp. 1 6O.O00,OO;

i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar
Rn 5OO OOO OO'rlqn.vu,urvv_, uaii

j belanja insentif bagi KDH//I,VKDH atas pemungutan
pajak daerah sebesar Rp.2 .gT S.TT l.T 4S,OO;

(7) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya pimpinan DPRD
serta KDHIWKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp. 1 i. 1 18.917.o0o,o0, yang terdiri
atas :

e. belanja dana operasional pirnpinan DPRD sebesar

Rp. 575.8OC" COO,OC; dan

b. beianja dana operasional KDH/WKDH sebesar

Rp. 1 0.44 2. 1 77 .OO0,00;

(8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf g direncanakan sebesar

Rp.24. 5O A.242.000,00.

3. I{etentuan Pasal 13 ayat (1}, a5zat {21, ayat (3}, ayat (4}, ayat (S}

dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

{1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal t I ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.2.528.763.172.846,OO, yang terdiri atas :

a. belanja barang sebesar- Rp. 552 .2T3.35g.TOT,OO;

b. belanja jasa sebesar Rp. i.O43.69C.236.O4g,0C;

c. belanja pemeiiharaan sebesar Rp. 244.29O.942.146,OO;

d. belanja perjalanan dinas sebesar

Rp.365.268.826.928,O0;

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada
pihak ketiga/pihak lainlmasyarakat sebesar

Rp.?7 .737 .B2o.OtT ,AA;
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f. belanja barang dan jasa BLUD sebesar
Rp.235.50 i.978.O00,OO;

(2) Anggaran beranja barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.562.273.369.TAT,A},yang terdiri atas :

a. belanja barang pakai habis sebesar
Rp. 562.2 T 9.369.207,00; dan

b. beiania bar:ang tak hahis pakai sebesar- Rp.O,OO;

{3} Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.1.043.690.256.O48,O0, yang terdiri atas :

a. beianja jasa kantor sebesar Rp.5s6.s57.669.s62,oa;
b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar

Rp.222.3 66.9A4.926,OA ;

c. belanja sexza tanah sebesar Rp.4.42A.000.000,00;

d. belanja sewa peralatan d.an mesin sebesar
Rp.79.599.892.1 9 1,0O;

e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar
Rp.22.654 .O7 A .200,0O;

f. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar
Rp.579.800.000,00;

g' beianja jasa konsultansi konstruksi sebesar
Rp. 1 18.7 84.238.9 1 6,00;

h. belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar
Rp.4. 108.620.O00,OO;

i. belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Auailibititg
Pag ment) sebesar Rp. 3. 600. 0O0,00;

j. belanja Beasiswa pendidikan pNS sebesar

Rp.55.000.000,00;

k" belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis
serta pendidikan dan pelatihan sebesar

Rp.2 1.285.03 1.O79,00; dan

1. Belanja jasa insentif bagr pegawai non ASN atas
pemungutan pajak daerah sebesar

Rp. 13.225.309. L7 4,OA.

{4} Anggaran bela*ja pemeliharean sebagairnana dirnaksuc
pada ayat {1i huruf c direncanakan sebesar
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Rp.244.29C.942.146,AA, yalig terdiri atas :

a. belanja pemeliharaan tariah sebesar
Rp.438.748.000,00;

b. belanja pemeriharaan peralatan dan mesin sebesar
Rp.46.693.03 1 .4Og,OA;

c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar
Rp. 105.997 .7 29.947,OO

d. belanja peareliharaan jalan, jaringan, dan Irigasi
sebesar Rp. 9C.439.00g.54C,00; dan

e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar
Rp.722.424.25O,Oa;

(5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat t1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.365.268.826.928,AA, yang terdiri atas :

a. belanja perjalanan dinas dalarn negeri sebesar
Rp.357. 586.25 i.928,00;

b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar
Rp.7.682.575.000,00;

(6) Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan
kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp.77.737.82A.O7.7,AA, terdiri atas belanja uang j.ang
diberikan kepada pihak ketiga/pihak iain/masyarakat
sebesar Rp. 77 .7 37 .82O.A1T,AO;

(7) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp.235.501.978.000,00, terdiri atas belanja barang dan
jasa BLUD sebesar Rp.235.S0 1.978.00O,00.

4. I(etentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16

(i) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o huruf
b direncanakan sebesar Rp. L.7S2.SZ\.62O.O3Z,OO, yang

terdiri atas:

a. beianja modal tanah;

b. belanja rncdal peralatan d.a*, mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;
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d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja rnociai aset tetap lainnya.

{2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

huruf a direncanakan sebesar Rp. 254.9 94.g21.040,00.
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.3 lA.O77 .9BZ.T 59,OO.

(4) Belanja modal gedung dan bang-rnan sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.432.992.53G.2O9,00.

(5) Belanja modai jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp. 949.09 1 .0 14.868,0O.

(6) Beianja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada a)'at (1) huruf d direncanakan setresar
Rp.5.722.165. L61,00.

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (21, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp'254.994.921.040,00, yang terdiri atas Belanja modal
+^-^.1^.Liji lial I ,

(2) Anggaran belanja modal peraratan dan mesin sebagaimana
dimaksud dalam pasal 16 ayat {1} huruf b direncanakan
sebesar Rp.310.O77.gB2.ZSg,AA, yang terdiri atas :

a. belanja modal alat besar sebesar

Rp. 37.6 10.05 t.tT O,OA;

b. belanja rr:odal. elat angkutan sebesar
Rp. 29. L7 4.468.37 4,AC;

c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar

Rp.734.8 17 .117 ,OA;

d. belanja modal aiat pertanian sebesar

Rp.2.491.952.200,00;

e. belanja moda-l aiat kantor dan rumah tangga sebesar

Rp. 59 .493.999.512,OO;
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f. belanja modal alai studio, komunikasi, dan pemancai:
sebesar Rp. iB.a72.30B.6OT,AA;

g. beianja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar
Rp. 27 .845. lBG.T 45,00;

h. belanja modal alat laboratorium sebesar
Rp. 103.947 .925.132,00;

i. belanja modal komputer sebesar
Rn 17 )6fi A76. 1 6i nn.u, _v.r:,v-L).v,,!.,

; 1-^t^-:^j. oeialija modal alat eksplorasi sebesar

Rp.1 .362.342.500,00;

k. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan
pemurnian sebesar Rp.252.897 .7 T A,aO;

1. belanja modal rambu-rambu sebesar

Rp. 1 1 .348.+56.250,00;

m- belanja rnodal peralatan olahraga sebesar
Pn Q2 trnc 1 -)1 rrr\.i\y.C)\,i.\r\J._r. j-4 j- r\_ru;

(3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp. 432.992.S36.209,00, yang
terdiri atas :

a. belanja modal bangunan gedung sebesar
Rn 431 6\7 1?6 ?nO on'..y.''.L-v.;.J-.t'-'U'r

b. belanja modal tus.r titik kontrcl/pasti sebesar

Rp. 1.335.409.900,00;

(4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (i) huruf d
direncanakan sebesar Rp. g4g.Ag 1.O 14.969,00, yang
terdiri atas :

a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar

Rp. 684.7 8t. 732.485,OO;

b. belanja modal bangunan air sebesar

Rp. 2 6 1.7 92,88a.026,Ao;

c. belanja modal instalasi sebesar Rp.2.340.002.357,00;

d. beianja modal jaringan sebesar Rp.177.000.O00,00;

(5) Anggaran modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
calarn Fasal 15 ayat (1.) huruf e d.irencanakan sebesar

Rp. 5.722.165,161,00, yang terdiri atas:
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a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar
Rp.i.150.578.2AT,AA;

b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaanf
olahraga sebesar Rp.3.848.329,00;

c. belanja modal hewan seL:esar Rp.192.5g9.g25,00;
d. belanja modal tanaman sebesar Rp.500.000.0O0,00;

e. belanja modal aset tetap dalam renovasi sebesar
Rp.5Ct5. L48.800,00;

f. belanja mcdal aset aset tidak berrujud sebesai:

Rp.3.280.000.000,00;

6. Ketentuan Pa,qa-l 18 diurbah sehingga, berhr_r-n5ri sebagai trerikut:

Pasai 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp.45.700.253.54g,0o,
yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal Ii
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal d,iundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Frovinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Cengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI AzuES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 1 002

Ditetapkan Ci it{edan
pada tanggal 21 April 2OZ2

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI

ttd

Diundangkan di Medan

pada tanggal 2l April2A22
Pj. SEKRETARIS DAEP-AH pROVrt\isI sul\{ATEp-A UTARA,

++A
L LL"t

AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROViNSI SUMATERA UTARA TAHUN 2A22 NOMOR 16


